
1. Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Ungkungan Proplnsi Jawa Barat 
(Benla Negara Tahun 1950); 

2. Undang • Undang Non10r 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Noma, 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa bli, terakhlr 
dengan Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik !ndooesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

S. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Oesa 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Hornor 4587) ; 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 147 Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasl Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Oesa, yang 
mengatur Pembentukan BUMDes maka untuk kelancaran dan 
ketertiban pelaksanaannya pertu adanya Tata cara pembentukan dan 
pengelolaan Badan Usaha Mllik DEsa (BUMDes); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dlatas, pertu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang 
Tata cara pembentukan clan pengelolaan Badan usaha Mmk Oesa 
(BUMOes). 

{ 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 
TATA CARA PEMBENT\JKAN DAN PENGEl.OLAAN 

SADAN USAHA MIUK DESA (BUMDes) 

NOMOR · 

. 
PERATURAN BUPATI BEKASI 

Menglngat 

Menimbang 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 
Dalam Peraturan lnl yang dlmaksud dengan : 
1. Pemerlntah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasl; 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerlntah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
oengan J)finsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
datam Undang-Undang Dasar Negara RepubUk Indonesia Tahun 1945; 

3. Bupati adalah Bupati Bekasi; 
4. camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten 6ekasi yang memimpin Kecamatan; 
5. Kepala oesa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dl 

Kabupaten Bekasi; 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas·batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
seternpat, berdasarkan asal-usul dan adlat lstiadat setempat yang diakui dan 
dihormati da!am slstem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan 8adal1 Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

MEMUT\ISKAN 

PERAT\IRAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA CARA 
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BAOAN USAHA MIUK 
OESA (BUMOes) 

Menetapk.an 

6. Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

7. Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 39 Tahun 2010 tentang 
Badan Usaha Milik Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nome,- 316) 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 
tentang Penataan, Pembentukan clan Pemekaran Kecamatan 
DI Kabupaten Bekasi (lembaran Daerah Kabupaten BekaSi 
Tahun 2001 Nomor 12 seri D); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Desa; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 6); 

1 I. Pera tu ran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasl 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bel<asi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Tahun 2011 Nomor 4). 



(1) Syarat pembentukan BUMDes: 
a. atas inisiatif pemerintah desa clan atau masyarakat berdasarkan 

musyawarah warga desa; 
b. adanya potensl usaha ekonomi masyarakat; 

Pasal 4 

BABU 
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MIUK DESA 

Pasal 2 

(1) Oalam ranJka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah 
Desa clapat mendlrikan BUMOes sesuai dengan kebutuhan dan poterisi desa. 

(2) Yang dlmaksud dengan kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1} adalah: 
a. Kebutuhan masyarakat tetutilma dalam pemenuhan kebutuhan pokok; 
b. Tersedia sumberclaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal 

terutama kekayaan desa; 
c. Tersedia sumberdaya manuSia yang mampu mengelola badan usaha 

sebagal aset penggerak pe<ekonomian masyarakat; 
d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi 

warga masyarakat yang dikelola secara parslal clan kurang terakomodast 
(3) Pembentukan BUMDes sebagaimara dimaksud pada ayat {l) ditetapl<an 

dalam peraturan desa dan berstatus badan hukum dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 
(1) Tujuan umum pembentukan BUMDes adalah mengkcordinir kegiatan usaha 

usaha di desa untuk. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan 
masyarakat Desa 

(2} Tujuan Khusus pembentukan Sadan Usaha Mllik Desa (BUMDes} adalah: 
a. Meningkatkan pe<ekonomian desa; 
b. Menlngkatkan pendapatan asli desa; 
c, Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat; 
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan clan pemerataan ekonomi 

pedesaan 

8. Pemennlah Desa adalah Kepala Oesa dan Perangkat Desa sebagal unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

9. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 8PD adalah lembaga 
tang merupakan perwlljudan demokrasi clalam penyelenggaraan Pemerlntahan 
Oesa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

10. Peraturan Cesa adalah peraturan perundang-undangan yang dlbuat oleh 8PD 
bersama Kepala Desa. 

11. Sadan Usaha MIJlk Desa, yang selanjutnya diSebut BUMDes, adalah usaha desa 
yang dibentuk/dldlrlkan oleh pemerintah desa yang kel)emilikan modal clan 
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. 

12. U.aha Desa adalah Jenls usaha yang berupa pelayanan ekonomf desa sepertl, 
usaha Jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, 
serta industri clan kerajiran rakyat 

13. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang d'tbuat oleh 
Bupatl Bekasl. 



BAB ill 
PENGELOLAAN 

Baglan Pertama 
Prlnslp Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Pasal s 
Prinsip dalam mengelota BUMDes yaitu: 
a. Kooperatlf. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMOes harus mampu 

melakukan .<erjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup 
usahanya. 

b. Partislpatif. Semua komponen yang terDbat di dalam BUMOes harus bersedia 
secara sukarela atau dimlnta memberlkan dukungan dan kontribusi yang dapat 
mendorong kemajuan usaha BUMDes. 

c. Emansipatif. Semua kornponen yang terlibat di dalam BUMOes harus 
diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 

d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentlngan masyarakat 
umum harus dapat diketahui oleh segenap Japisan masyarakat dengan mudah 
dan terbuka. 

e. Akuntabel. Seluruh keglatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara 
teknis maupun administratif. 

t. Sustainabel. Keglatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh 
masyarakat dalam wadah BUMOes. 

c. sesual dengan kebubJhan masyarakat, terutama clalam pemenuhan 
kebutullan pokok; 

d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara OJ)(imal, 
terutama kekayaan desa; 

e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengek>la badan usaha 
sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; 

f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi 
warga masyarakat yang dikelola secara parsial clan kurang terakomodast; 
dan 

g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. 
(2) Mel<anisme pembentukan BUMOes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan me!alui tahap: 
a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan; 
b. kesepakatan dituangkan delam AD/AITT yang sekurang-kurangnya beriSi: 

organisasi dan tata kerja, penetapan per.;ooil, sistem .pertanggung 
jawaban clan pelaporan, bagi hasil dan kepailltan; 

c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa. 
c. penerbitan peraturan desa yang berisikan sekurang-kurangnya memuat 

bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi 
hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, 
dan mekaniSme pertanggung jawaban; dan 

e. Mengajukan legalisasi badan hukum ke notarls untuk memperoleh 
pengesahan. 



Pasal 7 
(1) Pengelolaan BUMDes sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6, berdasarkan 

pada: 
a. anggaran dasar; clan 
b. anggaran rumah tangga. 

(2) Anggaran dasar sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling 
sedikit rincian nama, tempat kedudukan, rnaksud dan tujuan, kepemilikan 
modal, keglatan usaha, dan kepengurusan. 

(3) Anggaran rumah tangga sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
memuat paling sedikit hak clan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, 
tat.a care pengangkatan clan pemberhefltlan pengurus, penetapan operasional 
jenis usaha, dan sumber permodalan. 

llaglan l<edua 
Organisasi Pengelola/ Pengurus 

Pasal6 
(1) Organisasl pengelola/pengurus BUMDes terpiSah dari organiSasi pemerintahan 

desa. 
(2) Organlsasl pengelola/pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), paling sedikit terdlrl atas: 
a. penasihat atau komisaris; dan 
b. pelaksana operaslonal at.au direksi. 

(3) Penaslhat atau komisaris sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
dijabat oleh Kepala Desa. 

(4) Pelaksana operasional atau dlreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b, terdiri atas: 
a. direktur at.au manajer; dan 
b. kepata unit usaha 

(5) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam 
menjalankan tugasnya dapat dibantu oieh star dengan cara diusulkan kepada 
direktur dan ditetapkan oleh direktur. 

(6) Jumlah staf unit usaha sebagaimana dimaksu:I pada ayat (5) tergantung 
kebutuhan dan keadaaan keuangan, antara lain : 
a. Staf Baglan keuangan 
b. Staf Bagian administrasi 
c. Staf Bagian analisls kelayakan usaha (pada unit-unit usaha jasa keuangan 

atau Jasa lainnya) 
d. Staf Baglan penaglhan 
e. Staf lalnnya yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan unit-unit usaha. 

(7) Organlsasi pengelola BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan 
rlisampaikan kepada Bupatl melalul camat. 



Pasal 9 
Dlrektur clan Kepala Unit Usaha 

(1) Tugas Dlreksl dan Kepala Unit Usaha adalah sebagai berikut: 
a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan 

berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi 
warga masyarakat; 

b. Mengusahakan agar tetap terdpta pelayanan ekonoml desa yang adil dan 
merata; 

c. Memupuk usaha kerja sama denoan tembaga-lembaga perekonomian 
lainnya yang ada di desa; 

d. Menggall dan memanfaatkan potensi ekooomi desa untuk meningkatkan 
pendapatan asli desa; 

e. Memberikan taporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa 
melalui forum musyawarah desa minima! 2x dalam setahun; 

f. mewakili 8UMDes di dalam dan di luar pengadllan; 
g. Datam melaksanakan tugasnya, harus mematuhl Anggaran Oasar 

Anggaran Rumah Tangga Badan usana Mi1ik Desa dan peraturan 
perundang-undangan yang beriaku. 

(2) Kewajiban Oireksi dan Kepala Unit Usaha adalah sebagal berikut : 
a. Kepala Unit usaha harus menyampalkan taporan berkala setlap bulan 

berjdlan kepada Direksl mengenai : 
1. Laporan Keuangan Unit Usaha; 

2. Progres kegiatan dalam bulan berjalan. 

b. Direksl menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada 
Komisaris setiap 3 bufan seka6. 

c. Laporan secara keseluruhan dalam 6 bulan harus diketahui oleh warga 
desa dalam suatu musyawarah desa. 

(1) Penasihat atau komtsaris sebagaimana dfmaksud dalam Pasaf 6 ayat (2) 
huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban adalah sebagai betikut : 
a. melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana 

operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha 
desa; 

b. bertindak sebagal pembuat keputusan mengenai masalah yang dianggap 
pentlfl!' bagl pengelolaan Sadan Usaha MiUk Desa; 

c. Bertlndak sebagai pengamat yang selalu mencart peluang baru yang dapat 
dimanfaatkan BUMDes. 

(2) Penasihat atau komlsaris dalam metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai kewenangan adalah sebagai betikut : · 
a. Memlnta penjetasan dari pengurus mengenai segala persoatan yang 

menyangkut pengelolaan usaha desa; 
b. Mellndungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak 

ketangsungan dan Citra Badan Usaha Milik oesa. 

8agian Ketlga 
Tugas, kewajiban clan Kewenangan 

Pasat8 
Penasehat atau Komisaris 



BAB IV 
MEKANISME PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN 

Pasal 11 
(1) Tata cara pembentukan pengurus BUMDes sebagaimana dimakSUd P-oSal 6 

ayat (2), dllaksanakan melalui rapat/musyawarah yang dihadiri oleh perangkat 
desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa. 

Pasaf 10 
Stat Unit Usaha 

Tugas dan tanggungjawab staf unit usaha, antara lain : 
a. Stat Kaiangan 

1. Mencatat seluruh transaksi keuangan pada buku kas harian dan ditutup 
pada akhir bulan atau tutup buJ<u; 

2. Membuat laporan keuangan sec:ara sistematlk akutansi yang mencakup : 
kas harlan, daftar uang rnasok, Buku kas Harian, Buku Jumal, Buku besar, 
Neraca saldo, L.aporan Rugi Laba, Neraca, L.aporan Ekultas dan tapoean 
Arus Kas; 

3. Menyimpan uang kas dan mengeluarkan atas perintah Kepala Unit yang 
disetujui oleh Direktur untuk pengembangan usaha dan operaslonal 
lainnya; dan 

4. Melaporkan posisi kas harian kepada Kepala Unit dengan menunjukkan 
buktl fisik dan dibuat berlta acara. 

b. staf administrasi 
1. Merekap seluruh arus surat keluar dan masul<, dan membuat surat 

menyurat yang dibutuhkan; 
2. Membuat laporan secara kelembagaan atau perkembangan kemajuan unit 

usaha, 
3. Melaksanakan tugas·tugas yang diberlkan Kepala Unit untuk kegiatan unit 

Usaha. 
c. Staf bidang Analisis Kelayakan Usaha 

1. MelakL•kan pemeriksaan adminiStrasl dan kelengkapan dokumen proposal 
dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman kepada BUMDes; 

2. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakuk.an kunjungan 
lapangan mellputl: eek lislk kelayakan usaha (tempat usaha), eek fisik 
kelayakan agunan, mencari inforrnasl kepada masyarakat tentang 
pinjaman dengan pihak ketiga dan lainnya yang ~ngkutan, mencari 
lnfonnasi kepada masyarakat tentang karakte: peminjam; 

3. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan; 
4. Membuat rekome11dasi awal hasll kunjungan lapangan; 
5. Menyampaikan kepada Kepala Unit tentano rekomendasl anallsls 

kelayakan usaha; dan 
6. Melaksanakan tugas·tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Unit yang 

berkenaan dengan BUMDes. 
d. Staf bidang Penaglhan 

1. Melaksanakan tagihan kepada pemlnjam yang terlambat dalam 
pembayaran pinjaman 

2. Melaksanakan sanksi atas peminjam sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku atau yang telah ditetapkan; 

3. Melaksanakan tugas·tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Unit yang 
berkenaan dengan BUMDes. 



Pasal 15 
(1) Pengurus BUMDes Berhak mendapat penghasllan yang sah set>agai 

penghargaan dari pelaksanaan tugas·tugasnya. disesuaikan dengan 
kemampuan dan keuntungan usaha. 

(2) Pengurus BUMOes dliarang mengambil keuntungan pnbadl baik secara 
langsung maupun tidak langsung dart kegiatan Sadan Usaha Milik Oesa selain 
penghasilan yang sah. 

Pasal 14 
Pergantian peng'!rus BUMOes antar waktu dilsi benlasarkan hasil musyawarah 
pengurus BUMOes, dan masa tugas anggota pengurus BUMOes peogganb 
disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan. 

Pasal 13 
Pengurus BUMDes berhent! atau diberhentikan apablla : 
a. Meninggal dunia 
b. Mengundurkan diri 
c, Pindah tempat tinggal di luar desa 
d. Berakhlr masa baktinya 
e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik 
f. Karena tersangkut tindak pldana. 

\2) Rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dipimpin oleh Kepara 
Desa untuk rr,enyusun atau memilih anggota pengurus secara demokratis. 

(3) Anggota pengurus BUMOes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 
tokoh-tokoh masyarakat yang memifiki kemampuan, kemauan dan kepedulian 
terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh masing-masing 
dusun. 

( 4) Penentuan kedudukan dalam kepengurusan BUMOes dttetapkan melalui 
musyawarah anggota pengurus dan mendapat persetujuan dari Kepala oesa. 

(5) Persyaratan yang harus dipenuhl oleh calon peogurus BUMOes antara lain : 
a. Warga desa yang mempunyal jiwa wlrausaha 
b. Bertempat tlnggal dan menetap ell clesa sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun 
c. Sekurang-1<.urangnya telah berumur 25 tahun, dan setinggi-tingginya 60 

tahun 
d, Berkepribadian balk, jujur, adli, cakap, befwibawa, penuh pengabdian 

terhadap perekonomian desa 
e. Pendldlkan yang memadal minimal SLTA atau sederajat. 
f. Sehat jasmani dan rohani 
g. Khusus pemegang jabatan Staf Bagian Keuangan, dan staf Bagian 

Administrasi diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau 
Dlll bidang akuntansi dan sekretaris.. 

Pasal 12 
Masa bakti kepengurusan BUMOes ditetapkan 5 tahun dan dapat dlpllih kembali 
untuk masa baktl bertkutnya. 



MO<lal SUMDes berasal dari: 
a. pemerintah desa; 
b. tabungan masyarakat; 
c. bantuan pemerintah, pemerintah provlnsi, clan pemerintah kabupatenfkota; 
d. pinjaman; danJatau 
e. kerja sama usaha deflgan pihak lain 

Pasal 18 

Pasal17 
(1) Usaha jasa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, antara 

lain: · 
a. jasa keuangan mikro; 
b, Jasa transportasl; 
c. jasa komunlkasl; 
d. jasa konstruksi; clan 
e. Jasa energi. 

(2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud clalam Pasa! 
16 ayat (2) huruf b, antara lain: 
a. beras; 
b. gula; 
c. garam; 
d. minyak goreng; 
e. l<acang kedelal; dan 
f. bahan pangan lalnnya yang dlkelola melalul warung desa atau lumbung 

desa. 
(3) usaha perdagangan hasil pertanlan sebagaimana dimaksud clalam Pasal 16 

ayat (2) hurur c, antara lain: 
a. Jagung; 
b. buah-buahan; dan 
c. sayuran. 

!4) Usaha iodustri kecll dan rumah tangga sebagaimana dimaksud clalam Pasal 16 
ayat (2) huruf d, antara lain: 
a. makanan; 
b. minuman, kerajinan rakyat; 
c. bahan bakar altematif; clan 
d. bahan bangunan. 

BABV 
JENlS USAHA DAN PERMODAI.AN 

Pasal 16 
(1) BUMDes sebagaimana dimaksud clalam Pasa! 4, terdiri atas jenis-jenis usaha. 
(2) Jenis-Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliput;: 

a. jasa: 
b. penyaluran sembilan bahan pokoi<; 
c. perdagangan hasll pertanlan; clan/atau 
d. industrt keci! clan rumah tangga. 

(3) Jenis-Jenis usaha sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan clan potensl desa. 



BAB VJ 
KERJASAMA 

Pasal 23 
(1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan 

~gan pihak ketiga. 
(2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam 
satu kabupaten/kota. 

(3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus mendapat persetujuan masing·masing pemerintahan desa, 

Pasal 22 
(1) Bagi hasll usaha desa sebagaimana dlmaksud pada Pasal 16, dilakukan 

berdasarkan keuntungan bersih usana, 
(2) Bagi hasil usaha 8UM0es setlap tahun, dipergunakan untuk 

Penambahan/Pemupukan Modal usaha, Pendapatan Asfi Desa, Jasa Produksi 
dan keglatan lalnnya sesual dengan ketentuan. 

(3) Ketentuan sebagalmana mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengenai 
besamya bagl hasil usaha dlatur dalam Peraturan Cesa'. 

Pasal 21 
Modal BUMDes setaln sebagalmana dlmaksud pada Pasal 18, dapat berasal dart 
dana bergulir program pernerintah dan pemerintah dae<ah yang dlserahkan kepada 
desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa. 

Pasal 20 
(1) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagalmana dimaksud pada 

Pasal 19 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. 
(2) Yang dimaksud dengan mendapatl<an persetujuan BPO sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah persetujuan terturis dari BPD setelah diadakan rapat 
khusus untuk ltu. 

Pasal 19 
(1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 18 hun.sf a, merupakan kekayaan oesa yang dlplsahkan. 
(2) Modal BUMDes yang berasal dart tabungan masyarakat sebagaimana 

ct,maksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan simpanan masyarakat. 
(3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerlntat>, _._intah prov;ns1, 

dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan. 

( 4} Modal BUMDes yang berasal dari plnjaman sebagalmana dimaksud dalam 
Pasal 18 huruf d, darl pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah. 

(5) Modal BUMDes yang berasal dart kerjasama usaha dengan plhak lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dapat diJ)erOleh dari pihak 
swasta dan/atau masyarakat 



Bab VII 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 26 
(1) Pelaksana operaslonal atau dlrel<sl melaporl<an pertanggungjawaban 

pelaksanaan BUMOes kepada Kepala Oesa. 
(2) Kepala Oesa m.elaporkan pertanggungjawaban BUMOes kepada BPO dalam 

forum musyawarah desa. 
(3) t.aporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) sekuranq-kurangnya memuat : 
a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun 
b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya 

pengembangan, indlkator keberhasilan. 
c. Laporan keuangan termasuk renc:ana pemhaglan laba usaha 
d. Rencana·rencana pengembangan usaha yang belum terrealisasi 

( 4) Mekanisme dan tata tertlb pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD-ART. 

Pasal 25 
riaskah perjanjian kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2'1, 
disampaikan kepada Bupatl melalul camat paling tambat 14 (empat belas) hari 
sejak ciitandatangani. 

Pasal 24 
(1) K~asama usaha desa sebagaimana dlmaksud pada Pasal 23 dibuat dalam 

naskah perjanjian kerjasama. 
(2) Naskah perjanjian kerjasama sebagalmana dimaksud pada ayat (1) paling 

sediklt memuat: 
a. subyek kerjasama; 
b. obyek kerjasama; 
c. jangka waktu; 
d. hak dan kewajiban; 
e. pendanaan; 
t. keadaan memaksa; 
g. penyelesaian permasalahan; dan 
h. pengalihan. 

• 

(q) BlJMOes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan : 
a. Apabila kerja sama dlmaksud memenukan jaminan harta benda yang 

dimiliki atau dike!ola BUMOes, yang mengal<lbatkan beban hutang, maka 
rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komlsaris dan 
dlsetuJul oleh BPO serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan 
peraturan perundangundangan yang berlaku; 

b. Apabila kerja sama dimaksud tldak memeriukan jaminan harta ben<fa yang 
dimiliki atau dlkelola BUMOes dan tidak mengakibatkan beban hu!ang 
maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepa<la 
Komlsarls. 



A'DU DIN 

I 

O,teiapl<an Cikarang Pusat 
pada tanggal o--- ~ er- ...,. 

Agar setiap orang meogetahui, memerintahkan pengLlldangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bebsi. 

- Peraturan llll mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 31 

BABX 
KETEHTUAN PENUT\IP 

Pasal 30 
Hal·hal yang belum diatur dalam Peraturan 1111 SEl)anjang mengenai pelaksanaan 
teknlsnya dlatur dan dltetapl<an kemudlan. 

BAB IX 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 29 

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat meojalankan keglatannya 
dan menyesualkan deogan Peraturan Bupatl llll paling lambat l (satu) tahun sejak 
dltetapl<an. 

Pasal2B 
Pengawasan 

( 1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibe<ltuk mealui musyawarah desa 
melakul<an pengawasan atas pengelolaan BUMDes. 

(2) Inspektorat Kabupaten/l<Ota melakukan pengawasan atas pengelolaan 
BUM Des. 

BABVID 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 27 
Pembinaan 

(1) Bupati berweoang melakul<an pembinaan clan pengawasan temadaP 
penyeleoggaraan keglatan BUMOes. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam artl memfasllitasi yaitu 
memberil<an pedOman, bimbingan, pelatihan, arahan clan superVlsl sesear 
dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

(3) Dalam melaksanal<an pembinaan dan peogawasan sebagaimana dimaksud 
avat (1), Bupatl dapat mellmpahl<an kewenangannya kepada Camat. 

( 4) ca mat sebagaimana dimaksud ayat (3) berl<ewajiban me!aPQrkan pelaksanaan 
tugasnya kepeda Bupati. 


